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Ahstrak:

Abstrak:

The Figh Legal Maxim [al-qowd'id al-fighivyak) or principles
Tarve an importait role in factliteting the understending of Ddamic
faw, This paper reviewed and anatvzed the intensity and accuracy
af the use af legal maxim in the favwa of the Sharia Council -
Indonesion Ulama Coungil {DSN-MUT). The foruws of the studv in
this paper was the principle of al-abdjah qad tunazzalu manzilah
al-dariivah, which is contained in the book collection of DNN-
MUY farwas on Isfomic finance from 2000 ro 2012, The smdy in
this paper was based on (iterature data analvzed wsing content
analvsis  method  inductively, The analvsis  fncludes  farwa
mapping, the intensity of the use figh legal maxim, and the
accuracy of the wse of principle., This study concluded thar the
farwa of the Indonesian Sharia Council-Ulama Council regarding
sharia finanee from 2000 ta 2012 frequently used the figh legal
miaxime of al-bdjah gad tunazzaly manzileh al-daviival dmmali
Reererd crw Khidlssah as o foundation. The high intensity of the use of
thiz principle in rthe Jamnwa related o Islamic finanee showed that
this principle was considered vita! in responding fo contmuniiy
profiems related 1o Islamic finance. The use of this principle by
the DSN-MUI as the baxis for establishing fow in the farwa
related 1o the producty and services of Islamic  Financiol
Instimtions (LES) needed by the sociefy is appropriate and can
aswer the problems of economie law in Indonesia

Kaidah figih  mempunyvai  peran  penting  dalam  rangka
mempermidal pemahaman fentang hekum Islom, Twlisan ini
mengkaji dan menganalisa intensitas dan ketepatan penggunaan
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Kedddall figii delawe Jarwa Dewan Svariali- Majelis Ulamia
Tdonesia (DSN-MUT). Fobws bajpian dalom ralisan i adalah
keddah  al-fafaeh god  tenarzolu mangilah al-doreeah,  vang
terdapal  dalem  buke  Lumpelan fotwa DSN-MUT  teniang
fenangan Svariah dan tabun 2000 sampai dengan tahun 2012,
Kajian dalam mlisan ini berdasarkan data literatur vang dianalisa
dengan  memperginakan metode analisis @51 secarva  indultf.
Anaiza meliputi pemetaan farwa, tmtensitas penggunaan kaidah,
dan keteparan pengguncan kaidah. Kajion ind menyimpulkan
bofwa fatwa Dewan Svariah-Majelis Ulama Indonesta telang
kepangan svariah dari tahun 2000-tahan 2002 banvak vang
menggumakan kaidah al-hajal god tune zalu manzilah al-dariival
ammah kanat aw thassah sebagal landasan. Tingginva fntensitas
penggunaan  Kaidah i dalam fatwa yang  terkait dengan
keuangan  svariah  menunfukkan bahwa  kaidan  ini cukup
diperhirunghan  daolam menjowah  problem masvarakat rerkoir
dengan bewangan svariah, Penggunaan Laidah ini aleh DSN-MUT
sehagai dasar penetapan fukuwm dalam fatwa terkait produk dan
favanan Lembaga Kevarngan Svarialh (LKS) varg dibiiiuhikan olel)
masvarakar sudaf tepar dan dapar meniowah problem hukiem
n ekanomi di Indonesia

Kata kunci: Fatwa, intensitas, kaidah figih, darfirah, dan hijah.

A. Pendahuluan

Sejak abad ke 19, fatwa telah menjadi bagian integral dari
lembaga hukum.' Sampai saat ini, sebagian negara muslim seperti
Mesir, Malaysia, Brunai Darussalam, masith memposisikan fatwa
menjadi bagian dari hukum positif.” Di Indonesia, fatwa mempunyai
posisi dan peran signifikan sebagai landasan dan dalil hukum di
pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama. Majelis Ulama
Indonesia mejadi salah satu rujukan umat Islam Indonesia dalam
menjawab berbagai permasalahan sosial keagamaan. Permasalahan

! Achmed Kemal Riza, “Contemporary Fulewa of Nabdlawl Ulsma
Between Ohserving the Madhhab and Adapting the Context,” JOURNAL OF
INDONESIAN ISLAM. 05, No, 01 (huni 20011y 394 Lebih lanjut baca Mubhammad
Khalid Masud, Brinkley Messick, dan David. 8§ Fowers, ed.. Blamic Legal
Imterprewmtion: Mufiic and Their Farwas (London: Hardvard University Press,
190,

*l= Anson, “Kedudukan Fatwa di Beberapa Negars Muslim (Malaysia,
Brmnei Damessalam dan Mesirl,” Anafisis: Sl Srodi Keislomae 17, no. 1 (28
November 2017): 137-66, doi: 10 24042 /ajsk.v1 7 11790,
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1]
vang juga banvak mernjuk kepada fatwa MUI, khususnva Dewan
Syariah Nasional-MUT adalah permasalahan ekonomi syariah,

MUT melalui DSN telah menetapkan standar hukum syariah
dalam operasional lembaga keuangan. @ Berbagai fatwa vang
dikeluarkan MUl mendorong perkembangan tersbut. Fatwa MUI
melalui Dewan Pengawas Syvariah juga berperan sigmfikan dalam
penyelesaian sengketa bismis syariah, bailk pada lembaga makro
maupun mikro syariah.® Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan bagi
regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, baik terkait
substansi, materi maupun praktik ckonomi syariah dalam lembaga
kevangan syariah. * Fatwa MUI menjadi acuan untuk mengadili
sengketa ekonomi syariah.® MUI telah mampu menjadi institusi
Muslim paling otoritatif di Indonesia di bidang produksi fatwa, Peran
ini telah terbukti selama sepuluh tahun terakhir. Selain i, selama
dekade ini, fatwa MUI telah berhasil menarik perhatian Muslim
Indonesia dan non-Muslim, mendorong mereka untuk berbicara
tentang interpretasi institusi ini baik secara positif maupun negatif.”

* Wur Hidayah, “Famwa-fatwa Dewan Svariah Nasional Atas Aspek Hukum
Iglam Perbankan Svariah di Indonesia,” AL-"ADALAN, X, no. | (Janvari 2001 15,

* Jah Mubarok dun Hesanudind “Dinomika favwa produk keuvangon
syariah,” firifuad, Jurnal Wacana Hakum Iddon dan Kemmanusiaan 13, no. 1 (1 Juni
20133 1 . Menurut UU Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU
Momaor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Svari’ah penyelesaian sengketa ekonomi
syariah dapar diselesaikan melalui Pengadilan Agama, Pengadilan Neperi, Badan
arbrituse (Badan Arbritase Svarich Nasional) yang menjalonkan hukum mosteriil
herdasarkan syariah. Berdasarkan hal ini, setidaknya ada dua cam penyelesaian
vang dapat unmk menyelesaiakan sengketa dalam [slam, ermasuk perkara bisnis
svorish, wvaitn melalui pemdilan dan arbatmse. (Rangkuti, “Sistem Penyelesaian
Sengketn Ekonomi  lslam:  Instumen Penting bagi Konsep Ekonomi  [slam
Mendatang,” 1432; dan Abdul Hamd:, “Aplikass Teor: Mashlahah [Maslahot] Najm
AL-Din AL-Thiifi dalam Penvelesaian Senghketn Perjanjion Bisnis di Bank
Svariah,” AL-"ADALAH XII, no. 4 [ Desember 2015]: T30).

* Maskufa Maskufy, “Penyelesaian Sengketa Peganjian Syarah pada
Lembagn Kevangan Syariah,” Al-fgtishad fowrnal of ffamic Econonmics 5, no. |
{Januars 200 3): 127.

" Erie Harivanio, “Penyelesaian Sengk:ﬂEknnnml Svariah di Indonesia,”
fgtishadia al-thidm 1, no, § (Jun i 2 0 1 43 45 Baca juga; Atang Abd Hakim dan
Sofvan al-Hakim, ' Kerangka Penvelesaian Senpgketa Bisnis Svariah,”” AT -
TARADH T Feererved Bredt Eowvomd 6, o, L (20135): 47,

? Syalig Hasyim, “The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama
Indonesia, MU and Religions Freedom,”™ (lrasec’s Discussion  Papers, 12
Desember 201173, 8.
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Dewan Syariah Eﬂﬁiﬂnaj—Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUT) dalam menetapkan fatwa melalui beberapa proses dan
mengeunakan dalil dan landasan hukum yang berlapis. Secara umum,
dalil dan landasan bukum yang digunakan tersebut secara hirarkis
adalah 1) al-Quran, 2) al-Sunnah, 3) Ijma’ ulama, 4) Kaidah figih, 4)
Pendapat ulama madzhab dan ulama kontemporer. Hirarki imi
menunjukkan bahwa kaidah ligih mempunyai posisi vang strategis
dalam penetapan fatwa DSN terkait keuangan syariah.” Kaidah figih
menjadi pertimbangan penting dalam penetapan fatwa.

Kaidah figih fgawdid al-fighivyah) adalah abstraksi teoritis,
biasanva dalam bentuk pernvataan singkat, vang ekspresif, umumnya
tersusun dalam beberapa kata, tentang tujuan dan sasaran syariah. Ia
berupa pernyataan prinsip yvang berasal dari pembacaan terperinci
tentang aturan figh pada berbagai tema.® Kaidah figih biasanya
tersusun dari beberapa kata, tentang tujuan dan sasaran ShaiTah.'
Kaidah figih sangat banyak, sehingga banyak ulama (ilmuwan)
memperlakukan kaidah-kaidah tersebut sebagai cabang dari literatur
magasid (tujuan dan tujuan). Saat il kaidah higih menjadi disiplin
ilmu tersendiri vang diajarkan di perguruan tinggi Islam."'

Kaidah figith mempunyai peran penting dalam rangka
mempermudah pemahaman tentang hukum Tslam, di mana berbagai
hukum cabang yang banyak tersusun menjadi satu kaidah.'? Karena,
pada dasarnya Kaidah merupakan prinsip umum yang diberlakukan
pada berbagai kasus.'' Kaidah figih digunakan oleh para ulama
kontemporer untuk melegitimasi pendapat mereka (keputusan hukum

® oAl Novia, “Kontnbusi Figh Lepal Maxim dalam Farwa-Farwa
Ekonomi Syariah Dewan Syarioh Nasional Mopelis Ulauma Indonesia (DSN-MUTL"
TSACQAFAH 12, na. 1 (14 Mei 2006): 79- 104, doi: 10.211 11 /tsagafah v 12i1 369,

" Mohammad Hashim Kamali, “Qawa *id Al-Figh: The lkaal maxims of
Islamic law,” The Association of Muslim Lowvers, 2008, 1.

" Ibid, 34 baca juga; Buerhan Saiti dan Adam Abdulluh. “The Legal
Maxims of lslamic Law (Excluding Five Leading Lepal Maxims) and Their
Applications in Islamic Finance (11,7 6.4, 1440,

I Mohammad Hashim Kamali, “Legal Maxims and Other Genres of
Literature in Islamic Junsprudence,” Arah Law Quarteriy 20, no. 1 (2006): 78.

* Syamsul Hilal, "Qawid'ld Fighivyah Furd'lvvah Sebagai Sumber
Hukwn Islam,” AL-"ADAL AN 11, no. 2 {28 Februan 2003): 145,

¥ Khadiga Musa, “Legal Maxims us a Genre of Islamic Law Origins,
Development and Significance of Al-Qawa'id al-Fighivya,” lefmetie Law and
Socleny 21 (20014 329,
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}fn&ng lebih disukal) mengenai isu-isu spesifik. Contohnya, ketika
membahas kontrak ra'min (asuransi), ahli hukum vang menganggap
kontrak wersebut bedaku sesuai dengan kaidah darurah (kebutuhan)
dan ddah (tradisi)."

Tulisan ini mengkaji dan menganalisa intensitas dan
ketepatan penggunaan kaidah figih dalam fatwa MUL Fokus kajian
dalam tulisan ini adalah kaidah al-bajah gad tunazzalu manzilah al-
darurah, vang terdapat dalam buku kumpulan fatwa DSN-MUI
tentang keuangan Syariah dari tahum 2000 sampai dengan tabun
2012,

Kajian tentang kaidah higph dalam fatwa yang terkait dengan
masalah keuangan svariah sudah dilakukan beberapa ilmuan.
Pertama, Penelian Audil Novia “Kontribusi Figh Legal Maxim
dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Svariah Dewan Svariah Nasional
Majelis TMama Indonesia (DSN-MUT)". Novia menyimpulkan dalam
peneltian ini bahwa menunjukkan bahwa 97% fatwa DSN vang
terkait dengan keuvangan Syariah menggunakan kadah Hgih sebag
landasan. Namun denukian, penggunaan Kaidah figih tersebut
menurut Novia  belum  maksimal.  sementara  banyak  wlama
mengatakan bahwa kaidah memiliki kaitan vang sangat erat dengan
magasyid Svari'ah yang menjadi inti dari hukum ekonomi dan
keuangan svariah, Schingga dengan demikian, dalam menghadaps
perkembangan  lembaga kevangan syanah vang  begitu  cepat,
sangatlah penting kehadiran kaidah figih im apabila dikaitkan dengan
fatwa akan diterhitkan ' . Penelitian Novia ini baru sebatas
mengungkap pengeunaan kaidah hgih dalam latwa DSN-MUL 1a
tidak sampal mengkaji bagaimana kaidah dan fatwa tersebut berperan
dalam penyelesalan sengketa bisnis syariah di Indonesia. la juga tidak
mengungkap bagaimana pengaruh kaidah figih dalam penyelesaian
sengketa bisnis svariah.' Penelitian ini bersifat umum, terkait dengan
penggunaan semua kaidah figih yvang terkait dengan mu’amalah.

" Fawzy Shuban Elgariani, “Al-Qawa'id Al-Fighiyyah (Islamic Legal
Muaxims): Concept. Functions, Histwory, Classifications and  Application 10
Contemporary Medice] [ssues.” 10 Febroari 2002, 111.

" Movia, “Kontribusi Figh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi
Svariah Dewan Syariah MNasional Majelis Ulama Indopesia (DSN-MULL” 79104,

¥ i,
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Em’:m, penelitian Muntakhabul Hag vang berjudul “Shari”ah
Decisions on Financial Matters and the Application of Islamic Legal
Maxims (A-Crwa td Al-Kedivvah). A Comparative Analvsis between
the modern and Classical Applications ™. Studi ini menemukan bahwa
Kaidah figth yang banyak digunakan dalam fatwa terkait dengan
masalah kevangan svariah di Malaysia adalah kaidah " ef-Masvaggeru
Taflibut Taisir' dan "al-Dharara Yuzal." 7

Keriga, penchtian Buerhan Saiti dan Adam Abdullah, yang
berjudul The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading
Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa kaidah fiqih, yang terkait dengan keuangan

dan perbankan syariah, makna umum dan aplikasinya di industri ini '®

Tulisan 1m merupakan kapan koahtatil. Data pnmer berupa
dokumen fatwa DSN-MUI tentang kevangan Svariah dari tahum
2000 sampai dengan tahun 2012, Sementara data skunder skunder
vaitu artikel, buku atau kajian vang terkait dengan kaidah figih, fatwa
MUT dan penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase. Data
vang telah terkumpul dianalisis dengan metode content analisys."
Analisis  dilakukan  dengan  langkah-langkah  sebagan benkut
peratama, memetakan fatwa DSN-MUI vang menggunakan kaidah
figih di dalamnya. Kedua, analisis penggunaan kaidah al-hajah qad
tunazzalu manzilah al-darurah dalam  fatwa DSN-MUI dalam
kumpulan fatwa tentang Kevangan Syanah . Keriga, analisa ketepatan
penggunaan kadah tersebut dalam fatwa terkait Kevangan Svariah.
Sebagai penelitian kualitatif, * kajian ini menggunakan analisis
mduktif. Dalam hal mi1 akan dibuat kategori-kategon berbagai tema

' Marifatul Hag Yasini, Shari ‘ak Decisions on Financial Matrers and the
Application of Islamic Legal Maxims (Al-Qawa Td Al-Kuliviah): A Comparasive
Analysis Bevween the Madern and Classical Applicasions, 2015,

" Buerhan Saiti dan Adam Abdullah, “The Legal Maxims of lslamic Law
iExcluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic
Fimance,” 2016,

" Metode konten analisis dilakukan dengan tcknik membuat inferensi-
inferensi vang dapat ditim dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya, lihat
Klaus Krippendodff, Comtent Analysis; an Indirodection to T Medhodology
i London: S'u'gt Publicution. 2004,

" Norman K, Denzin dan Yvonna 8. Lincoln, Hand Boak of Qualitative
Research (Yorvakarta: Puseaka Pelajar, 2009), 2712,
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dan pola-pola  terentu dan  data. Kategori-kategori  tersebut
dirumuskan berdasarkan catatan terhadap data vang ada.

Kajian ini membenkan kontribusi bagi kajian hukum Islam,
khususnva hukum ekonomi svariah di Indoensia, Kajian mengenai
kaidah dan fatwa dalam memperkuat perannya dalam penyelesaian
berbagai masalah sosial keagamaan. Kajan im akan memberikan
kontribusi  tentang penguatan peran kaidah dan fatwa dalam
kehidupan sosial, khosusnya bagr umat Islam. Kaidah hgih sampan
saat i telah berperan signifikan dalam penemuan dan penentuan
hukum Islam.

B. Eksistensi Kaidah Figih Dan Penggunaannyva Dalam Fatwa
DSN-MUI

Kaidah figith adalah pernvataan ringkas vang mencakup
seluruh komponen yang berada di bawahnya atas dasar kesamaan
alasan atau iffah, dimana hukumnyva akan selaly sama selama ada
kesamaan kondisi.™ Kaidah figih mempunyai kekuatan hukum untuk
berhujjah, baik mempunyai landasan secara langsung dengan nass
seperti  kaidah  al-wmiirn  bimagasidihad, maupun kaidah vang
bersumber dari pemikiran dedukif dan tidak langsung bersandar
kepada nas.™

Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kadah Tigih bahkan
diprioritaskan dari givas. Menurat mereka, givas awalnya adalah
untuk melampirkan satu 1su (vang adak memihiki ketetapan hukom
vang jelas) terhadap isu wnggal lainnva (vang status hukumnya telah
ditentukan oleh Al Quran, Sunnah, atau dalil<dalil di bawahnya).
Sedangkan sifat kaidah figih melampitkan satu isu ke beberapa isu
lainmya, yang sodah memuhkn status hokum. Ulama kontemporer
memanfaatkan  kaidah figith dalam  uwsaha untuk  menenmukan
keputusan hukum untuk berbagan 1su baru. Hal m1 muncul dalam
konteks meningkatnva kajian terhdap kaidah figih di era sekarang.”

*! Futhi Mubammud Abu al-Warad, Awarn Od'tdah al-hiafah Tunazzifu
Manzitah aol-Darirah [T Isgany (PUgihah al-Siegah § Figh ol-Jdingi al- Muodyir
(Rivad: Markaz al-Tamyiz al-Bahist 1 Fig al-Qadava al-Mu'Ggarah, 20100, 1171,

2 [Mubammad AR Jumah. al-Oowdd al-Fightvvah  al-Muvassarch
(Kairo: Tp., 2006}, 10,

" Raca Elgariani, “Al-Qawi’id Al-Fighivyah (Islamic Lepal Maxims),”
[07-11.
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]
Dengan merujuk dan menjadikan kaidah figih sebagai landasan dalam

penetapan hokum atas suatu kasus yvang tidak ada mags-nva, maka
masvarakat dapat bermu’amalah sesual dengan prinsip syariah, atau
setidaknya mendekati dengan ketentuan dan prinsip syariah.™

Kaidah figih sangat berperan penting dalam ijtihad untuk
menemukan hukum Islam. Bahkan ia menjadi disiplin ilmu tersendiri
vang terkait dengan hukum Islam.” Setidaknya ada tiga poin terkait
urgensi kaidah figih dalam penemuan hukum Islam. 1) kaidah figih
mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuoan Islam
karena kepakaran seorang fagih sangat terkait erat dengan penguasaan
kaidah figih. 2) kaidah figih dapat menjadi landasan berfatwa. 3),
Kaidah figih menjadikan ilmu figih lebih teratur sehingga
mempermudah  seseorang untuk mengudentifkasi hgth yang
jumlahnya sangat banyak .*

Di era sekarang, kadah figaih juga digunakan untuk mencarn
solusi berbagai masalah baru dalam bidang hukum Islam. Dengan
demikian, para ahli hukum saat ini menuntut agar magasvid dan
gawe fd dapat digunakan sebagaimana usulul figh vang belum
merespons  secara memadai terhadap tuntutan pembaharuan dan
ijtihad di era sekarang.”” Kaidah figih ini digunakan oleh para ahli
hukum kontemporer untuk mendukung ikhtivarar fighivvah mereka
(keputusan hukum vang lebih disukai) mengenai hal-hal tertentu.™
Kawdah hiph dapat menjadi referensi utama bag mufti untuk

H Mubammad Sidgt bin Abmad al-Burni, Majma 'ak af-Quwdid al-
Fighiyeah: Jam ‘wa Tarrth wa Bayde (Rivad; Maktabah at-Tavhah, 1997), 44,

= Lugman Zakarivah, “Legal Maxims and Islamic Financial Transactions:
A Case Study of Modgage Contracts and the Dilemma for Muslims in Britain,™
Arah Low Carrerly 26, no. 3 (1 Janwan 2002): 265-66, doi: 1001 1637157 M255-
123412440, n

* Imam Abul Abbas Ahmad bin Idiis Ash-Shonhaji Al-Qorofi, Al-Furug /

Anwarud Burng Fi Amwe i Furng (Beinot - Lebanon: Darul Kutub Al-Hmiyah,
1998), 3.

" Pada Abad VI Hijrivah, kajian kaidah fikih mulai tumbuh. Pada abad
ini para ahli hukum Elam mulai banyak vang konsen mengkaji dan menjadikannya
komponen penting dalam penyelesaian masalah-masalah hokum lslam (Khalcel
Mohammaed, “The Islamic Law Maxims," slameSmedies 42, no. 2 |2005]: 197
2.

* Bhahzadi Pakeeza, “Role of Al- Qawdi'd Al-Fighivva (Islamic Lepal
Maxims) i [jshad” 5, po. 2 (2004): 42
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mengeluarkan sebuah fatwa tentang kasus tertentu, selama tdak ada
nash atau dalil yang terkait dengan hal tersebut,™

Berdasarkan studi litaratur terhadap kumpulan fatwa MUI
tentang  keuangan syariah, pada  setiap fatwa  hampir  selalu
mencantumkan kaidah figih sebagai landasan. Namun demikian,
kaidah vang digunakan hampir selalu sama, apapun fatwa kevangan
svariah vang ditetapkan. Padahal apabila diperhatikan dalam literatur
fiih, sangat banyak kaidah figih yvang berkaitan dengan ekonomi dan
kenangan syariah, atau bahkan apabila dibandingkan karya terbaik
yang pernah ada, yaitu kitabh Majallah al-Ahkam al-"Adfiveah, yang
berisi 1851 pasal (fatwa) dengan mempergunakan 99 kaidah figih™
Hal ini perlu disikapi dengan melakukan kajian yang mendalam
tentang  penggunaan  kaidah  hgph  tersebut  dalam fatwa MU,
khususnya yang terkait dengan keuvangan syariah. Lebih jauh,
diperlukan juga kajian mengenai imlikasi penggunaan kaidah tersebut
dalam penvelesaian sengketa bisnis syariah melalui jalur non-litigasi
arbitrase.

Beradasarkan temuan dalam buku kumpulan fatwa DSN-MUI
tentang keuangan Syariah dan tahun 2000 sampai dengan tahun 2012,
bisa dikatakan bahwa 97% fatwa tersebul menggunakan kaidah fiikih.
Buku tersebut memuat berbagai fatwa terkait dengan Keuangan
syariah yang jumlahnya mencapai 87 fatwa. Dari jumlah tersebut
hanya 2 fatwa vang di dalamnya tidak terdapat kaidah fgih, yaitu
fatwa Nomor: 24/DSN-MULHIL2002 tentang safe doposit box dan
fatwa nomor Nomor: 28/DSN-MULTIV2002 tentang jual beli mata
uang.”’

Ada sekitar 37 kaidah vang digunakan dalam latwa DSN-
MUT vang tersebar ke dalam 87 farwa, Dan jumlah Kaidah tersebut,
ada tiga kaidah yang palhing sering digunakan. Bila diurutkan dalam
lima besar kaidah vang paling sering digunakan dalam fatwa DSN-
MUI tentang Keuangan syariah, maka dapat dipaparkan dalam table
berikut:

AL Abmad al-Nadwi, af-Quawid'id of-Fighivvah (Damaskos: Dir al-
Crolam. 1998, 131 .

* Novia, "Kontribusi Figh Lepal Maxim dalam Farwa-Fatwa Ekonomi
Svariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( DEN-MLUIL),™ 84.

“ Baca Hijrah Saputra, Andriznsyah Syihabuddin, dan Adhika Prasetya,
ed,, Himpunan Fanwe Kewangon Scarieh Dewan Svariah Noasional MUT (1akarta:
Edangga, 2014},
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Tabel. 1
Kaidah yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI
No Kaidah Jumlah Peringkat Intensitas
Penggunaan Penggunaan
1, s daly) cdldaad “‘ﬂ L |
W ad e glah Oy
2. Ty peall A e 30 2B Anlal 23 1)
3 g el 149 1
4 bt et Ay 19 v
5, Sa fRalaa dua Ly 12 v

Table di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa kaidah af-
aglu fi al- mu d@maldar al-ibahah hatta yadulla al-dalilv “ald tafrimiha
merupakan kaidah yang paling sering digunakan dalam fatwa DSN-
MUI adalah kaidah yaitu digunakan sebanvak ¥4 kali dari 87 fatwa,
artinva, hanya 3 fatwa vang tidak menggunakan kaidah tersebut. Itu
pun karena dalam tiga fatwa tersebut memang tidak menggunakan
satu kKaidah pun sebagai landasan dan pertimban gan,

C. Penggunaan Kaidah Al-Hajeh Oad Tunezzalu Manzilah Al-
Darwrah Dalam Fatwa DSN-MUI

Penulis memilih kaidah al-hdjah qoad tnazzalu manzifah al-
garwrah, karena dalam kawdah i terdapat kata fhdjah (kebutuhan)
vang terikat dengan batasan dan kriteria yang dibuat dan tetapkan
oleh ulama. Hampir semua kitab svaraf vang menjeaskan kaidah al-
hajah gad tunazzaly manzilah al-darurah, memberikan kriteria dan
batasan mengenai al-fdjeh (kebotuhan)., Sementara kaidah vang
paling banyak digunakan yang pertama, vaitu af-aglu ff al- mu Gmaldit
al-ibdfah hatta yadulla al-dalifly ‘ald talrimiha merupakan kaidah
dasar yang pada umumnya sudah menjadi kesepakatan ulama
mengenal pemberian ruang vang luas bagi pengembangan prakik
mu’amalah.

Kaidsh al-hajah  gad tunazzaluy  manzilah  al-daverah,
menduduki  posisi  kedua sebagai kaidah wang paling banyak
digunakan dalam buku kumpulan fatwa Kewvangan Svariah DSN-
MUI. Kaidah im digunakan sebanvak 23 kali. Farwa-fatwa vang
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mengeunakan kaidah af-haje gad funazzaly manzilah al-derural
secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Tabel Intensitas Penggunaan Kaidah al-hdjah gad tunazzalu manzifah
el-glarurah dalam Buku Kumpulan Fatwa DSN-MUT tentang
Keuangan Svyariah (2000-2012)

No  No Falwa Subyek Kelerangan

| § 22/D5N- Jual Beli Lembaga Kevangan Syariah (LKS) sebagai
MULTIL20  Istishna’ prstasni’  dari pasabah  dapat  dapa
02 Paralel memesan  kepoda  pihak  ketiga  untuk

memenuhi  kebutuhan  pesanan  nasabah.
Hanya saja LKS dilarang  mengambil
margin durtng consirecitom (MDC) dan
nasabah yang memesan barang. Falwa in
tdak merinct jenis dan kriteria obyek
ixtisnd’ yang dipesan nasabah. Apakash
obyek atau komoditas tersebut benar-henar
menjadi kebutuhan  masyvarakal  secara
mendesak.

2 29/125N- Pembiayazn  Fatwa 1 melegitimasi  tindakan  LKS
MURVIE20 Pengurusa untuk mengenakan hiaya pengorusan haji
n2 Hayji kepada nasabah, karena  pengurusan

Lembags pembiayaan  haki  menjadi  kebutuban

Keuangan masvarakat. pengurusan terschut dengan

Syariah menggunakan akad dan prinsip ijamah.
Lebih dari o, fatwa ini juga melegitimasi
diperbolebkannva LKS  memberikan
talangan pelunasan dana haji nasabah bila
perlukan,

* J0/DSN- Pembiayaan Fatwa ini  melegitimasi LKS  umuk
MUIVE20  Rekening mengambil wpah fwfraf) dar jasa atau
0z Koran fasilitas reking koran dan melegitimasi

Syvariah diperbolehkannva Pemblavaan Rekning

Koran Syariah (PRKS) yang dapat puola
dilakukan degan wa'd dalam  pemberion
lasilitas pinjaman fgorgd). Falwa ini juga
tdak memberikan batasan dan  kriteria
kebutuhan pinjaman melali akad (qard)
yang diajukan nasabah, apakah kebutuhan
primer, skunder aton hanya  kebutuhan
lersier.
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4. I/DSN-
MULIVE20
0z

Pengalihan
Utang

Fatwa ini  melegitimasi LKS  untuk
mengambil upah atas pengaliban utang
nasabiah  kepada Lembaga Keoangan
Konvensional kepada  LKS  agar
dibavarkan. Kemudian nasabah
melaksanakan  kewajiban  pembavaran
secara angsurankepada LES sesual dengan
akad dan ketentuan svariah.

3, 34/DEN-
MULX120
02

Letter of
Credit (L/C)

Bhpor

Syariah

Lenter of Credit (L/C) impor syariah adalah
pernyataan  akan membayar  kepada
cksportir yang diterbitkan olch bak untuk
kepentingan  importlr dengan  memenuhi
persyaratan tertentu sesual denganprinsip
syariah. Fatwa mi rmeelgitimasi
diperbolehkannya LKS mengambil
keuntungan dalam bentuk nominal (bukan
persenlase) atau upah wirah dan pelavanan
dan atau jasa yang diberikan  kepada
nasabah dengan akad wekdlel Dil ufrah,
qard, murdhahah, serlam, Isfisdg |
midd@rabah,  musvdrakah otan  howdlah.
Penerbitan surat tersebut memang menjadi
kebutuhan  mendesak  bagi  masyarakad,
khususnya  pada  importir,  namun
komoditas  vang  wvang  diimpor  tidak
ditegaskan dalam fatwa imi, apakah
kehutuhan  terschut memang memdesak
ngi masyarakat atau tidak.

f. 35/ DSN-
MUEXI20
o2

Letter of
Credit (L/C)
Ekspor
Syariah

Letter of Credit (L/IC) ekspor syarish
adalah pernyataan akan membayar kepada
cksportir vang diterbitkan oleh bank untuk
perdagangan  ekspor dengan  memenuhi
persyaratan tertentu seseal denganprinsip
syarah. Fatwa mi melgitimasi
diperbolehkannva LKES mengarmbil
keuntungan dalam bentuk nominal (bukan
persentase) atau upah wjreh dan pelavanan
dan atau jasa yang diberikan kepada
nasabah dengan akad wakdleh bil uirah,
gard, muddrabah, musvdrakah atau al-bai’
{jual beli). Pencrbitan  surat  terscbuot
memang  menjadi  kebutuhan mendesok
bagi  masyarakat. khususnva  pada
eksportir, namun komoditas yang yang
diekspor tidak ditegaskan dalam fatwa ini,
apakah  kebutuhan  tersebwt  memang
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n:ndesuk bagi masvarakat atau tidak.

12|
36/DSN-

MULFXA20
02

Sertifikat
Wadiah
Bank
Indonesia
(SWBID

Fatawa im melegitimasi Bank  Indonesia
untuk mengeluarkan sertifikat  wogTak
vang dapat dimanfaatkan Bank Syariah
untuk mengatasi  kelebihan  likuiditas.
Pengeluaran sertifikat ini memang menjadi
kebutuhan  mendesak  dalam  rangka
nenjagn keseimbangan likuiditas.

42/DSN-
MUEX20
04

Svarial
Charge
Card

Fatwa ini melegitimasi diperbolehkannya
LKS enmuk mengambil upah wival atau fee
terhadap penyediaan jasa ataun pelavanan
vang dibenkan dalam karu kredit. Upah
atas [asilitas  ini  diperbolehan, karena
fasilitas karu kredit ini menjadi kebutuhan
yang mendesak bagi masyarakat untuk
keamanan, keefektifan dan kemyamanan
dalam beriransaksi el dalam

nJ'HILI:II.InﬂIL'Il] i

45/D5N-
MU 20
05

Line Facility
il
Thashilat
As-

Fatwa imi  melegitimasi LKS  untuk
memberikan  pelayanan  berupa fasilitas
plafon pembiavaan yang diberikan kepada
nasabah  tertentu  dalam  jangka  waktu
tertente vang  dijalankan  berdasarkan
prinsip  syariah. Fasilitas i dilakukon
berdasarkan wa'd dan dapat digunakan
untuk pembiayvaan tertentu. Fatwa ini tdak
menegaskan  batasan  kebutuhan sebagai
dasar  nasabah  untuk  mengajukan
nmbiﬂ}':ﬂﬂn.

1.

54/DEN-
MUT/X220
06

Svariah
Cerred

Fatwa ini melegitimasi pengeunaan Karta
Kredil Syuriah. Kartu kredil vailu sebagai
alat  pembayaran  dengan  menggunakon
kartu  yang dapat digunakan untuk
melakukan  pembavaran  atas  kewajiban
yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
termasuk transaksi pembelanjaan dan atao
untuk melakukan penarikan tunai, di mana
kewajiban pembavaran pemegang  kartu
dipenuhi terlebih dahulu oleh  acquiver

atau  penerhit, dan pemegang  karto
berkewajiban meclakukan  pelunasan
kewajiban  pembavaran  terschut  pada

waktu yang discpakatl sccara  angsuran.
Akad-akad veng mungkin terjadi dalam
penggunaan kartu  kredit  ini adalah,
kafalah, gard, dan akad §idrak. Fasilitas

Analisis: Jumal Sdi Keislaman, Vol, 18, No, 2 (2018)




[rsir Wlaistofa

]

11.  55/DSN-
MULV/20
07

Pembiayaan
Rekening
koran
Syariah
Musyarakah

kartu kredit ini menjadi kebutuhan yang
mendesak  bagi masyarakat  untok
keamanan, efektifitas, efisiensi dan
kenvamanan dalam  bertransaksi  atau
n.lum bermuzmalah.

Fatwa imi  melegitimasi LKS  untuk
mengambil upah {wfrek) dan jasa atou
tasilitas reking koran syariab musyirakah
dan  melegitimasi  diperbolehkannya
Pembiayaan Rekning Koran Syarish
{(PRKS) yang dapat pula dilakukan degan
wee'd  dalam pemberian Tasilitas
perkongsian fmusyearakeh). Falwa ini tidak
memberikan batasan  dan  kriteria
kebutuhan  pinjaman  melalui  akad
(musydrakaf)  vang  dinjukan masabah,
apakoly kebuluhan primer, skunder atau
nn}-n kebutuhan lersier.

12, GYDSN-
MULY/20
o7

Penyelesaian
Piutang
Dalam
Ekspor

Falwa i melegilimasi pihak LKS untuk
mengambil fee aas jasa dan fasililasnya
menrus dokumen dan jasa penagihan utang
kepada  pihak  importir vang  berhutang
kepadn eksportir. Fee tersebut diambil dire
pihak eksportic yang mempunyal piulang.
Akad dalam fasilitas dan jasa semacam ini
adalah akan  adalab akad wakdloh bi wirah
yang dapat disertat dengan akad gard
Fasilitas penvelesaian  piutang  ekspor
dengan konsekuensinya yang berupa fee
dipandang schagai kebutuhan mendesak
masyarakat yang harus dipenuhi oleh LKS,
apar akad vang dijalankan sesuai dengan
nh:nm:-m syarag .

13, 61/DSN-
MUTLN 20
o7

Penvyelesaian
Utang
Dalam
Impor

Fatwa ini hampir sama dengan fatwa DEN-
MUI nomor 60/DSN-MULY 2007, hanya
saja fatwa ini berkaitan dengan  utang
dalam impor. Perbedaan lam adalah. akad
yang digunakan dalam jasa dan fasilitas
vang diberikan LKS kepada nasabah
adalah akad hawdlah bl wirah. Fasilitas
penyvelesaian hutang dalam impor dengan
konsckucnsinya  yang  beorupa fee
dipandang schagai kebutuhan mendesak
masyarakat yang harus dipenuhi oleh LKS,
agar akad vang dijalankan sesuai dengan
kctentuan syara
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14,  53/DSN- Sertifikat Fatwa ini melegitimasi pengeluaran
MUIFXIL2  Bank Sentifikat Bank Indonesia Svariah (SBIS)
noT Indonesia sehagal Instrumen pengendalian moneter.

Svariah Scrtifikat ini merupakan surat berharga
(SBIS) dalam mata uang rupiah dalam jangzka

wokin  vang  pendek  dan  berdasarkan
prinsip  svariah  menggunakan  akad
siveglidratvah, musydrakal, fie dlah,
mﬂ' ‘wh. Qard dan wakdfoh.

15, 64/DSN- Sertifikat Fatwa ini melegitimasi  pengeluaran
MULIXIL2? Bank Scrtifikal Bank Indoncsia Svariah Judloh

o7 Inwlonesia (S8BIS) Ju'dlah  sebagal  instrumen
Svariah optimalisasi pengendalian moneter.

Ju’alal Sertifikal i merupakan surat berharga

(5BIS dalam mata vang rupiah dalam jangka

JuTalah wakiu  vang  pendek  dan berdasarkan

prinsip syariah menggunakan akad fu 'dlah.
BI akan memberikan reward bagi Bank
Svarah yang berpartisipast secara oplimal

m nlilm mengendalikan moneter.
16, 79DSN-  Qardh Fatwa ini  melegitimasi LKS untuk
MULTII20  Dengan mengeunakan  dana nasabah  untuk
[ Mengpunaka  pembiayasn gard sebagai sarana  untuk
n Dama kelengkapan  berbagan  transaksi.  Dana
Masabah nasabah  vang  digunakan  LKS  untuk

pembiayasn  gord berasal dari nasabah
giro, tabungan atau deposito, wadi ‘afr ataw

nudﬁrnhah.

17.  BHDSN- Metode Fatwa ini melegiimasi  penggunaan
MUIYXIL2?  Pengaturan metode  pengaturan pendapatan  lanpa
oz Pendaputan  bentuk cadangan penyesunion keuntungan

Dan dan metode pengaturan pendapatan dengan
Cadangan bentuk cadangan penyesuaian keuntungan.

Penyesuman  Metode pengaturan pendapatan merupakan
Keuntungan metode pengaturan distribusi keuntungan

| Frofir dari waktu ke waktu atas bagi hasil antara
Equalizarion  LKS dengan nasabah,
Reserve)
dalam Bagi
Hasil Dana
Pihak Ketiga Bl
158, 39/D5N- Asurans Fatwa  ini  melegitimasi  asurans:  hap
MUIX20  Hap dengan  prinsip  sysrizsh  vang  bersifat
02 et dengan akad fibeh dengan tujuan
untuk saling menolong  sesama  jamaah
haji,
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19.

I2IDEN- Obligasi
MUFIXA20 Svariah
02 {yeikak)

Fatwa ini melegitimasi obligasi syariah
{sukik). waitu surat  berharga  jangka
panjang vang berasar prinsip syariah yang
dikeluarkan emiten kepada pemegang
obligasi syariah. Emiten wajib membayar
pemegang sukik vang berupa murgin, fee
dan membayar swkik pada saal jatwh
tempo. Akad wvang  digunakan  dalam
penerbitan sukfk adalah akad mugddrabah’
girdd, mu.ﬂﬁn’.rﬁ:ﬂk, mrurdbahah,  salom,

n‘f._m.i Y dan gk

20.

33/DSN- Obligasi

MULIIX/20  Syariah

0z f Sukith)
Mugldrabah

Falwa ini melegitimasi obligasi syariah
{sukitk).  wyailu  sural  berharga  jangka
panjang vang berasar prinsip syariah yvang
dikeluarkan emiten Kepada pemegang
obligasi syariah. Emiten wajib membayar
pemegang sukik vang berupa margin, fee
dan membayar swhik pada saal  jatub
tempo. Akad yang digunakan dalam sukid
mudarabal i adalah akad sed3rabak
dimana pemegang yufiitk adalah sebagai
nfrihu! mei

2.

SDEN- Obligasi
MUI/V/20 Syariah

07 {5k
Mudharabah
Konversi

Fatwa ini melegitimasi konversi obligasi
syariah  (sukdki, yailu  sural  berharga
jangks panjang yang herasar  prinsip
syariah yang dikeluarkan emiten kepada
pemegang ohligasi syariah, Emiten wapb
membayar pemegang siekik yang berupa
margin, fee dan membavar subdk pada sl
jatuh tempo. Akad vang digunakan dalam
suritk  mugdarehafr ini adalah  akad
muddrahah dimana  pemegang  sukdr
aclalah  sebagai s@hibul mial, Pemegang
stk diperbolchkan menggunakan haknya
untuk mengonversi sukidk menjadi saham
cmiten  dengan menggunakan  akad
n.'sp&mknﬁ

6B/DSN- Rahn Tasjilt
MULTII2D
s

Fatwa ini melegitimasi penyerahan barang
jaminan atas otang oleh nasabah, dalam
hal ini bukan barang atan obycknya vang
discrahkan, namun hanya surat bukti sah
kepemilikan  barang  terschut, scmentara
barang masih  dalam pengeasaan  dan
nﬂumfaﬂtan pemberi jaminan.

G SN - Anjak
MUTATE 200 Putang

Fatwa ini melegitimasi  pengalihan
penvelesaian piutang atau tagihan jangka
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Svariah pendek dar pihak vang berpiutang kepada
pihak lain yang kemudian ia menagih
piutangtersebut  kepada  pihak  yang
berhutang atau pihak vang ditunjuk oleh
pihak wvamg berhutang scsual  dengan
prinsip syariah. Akad vyang digunakan
dalam transaksi ini adalah akad wakdlah

gy wirah.

24, T4HDEN- Penjaminan Fatwa ini melegitimasi jaminan antara para
MUL2M)  Svyariah pihak yang melakukan suatu  transaksi
o berdasarkan prinsip syarish. Akad yang

digunakan adalah akad Refilah bl ufrah.
Fatwa it merinci kreteria jaminan viang
diperbolehkan.

Tabel di atas menegaskan Umgginya nlensitas penggunaan
kaidah al-bhdjah gud twnazzaly manziiah al-darwrah dalam fatwa
DSN-MUT yang terkait dengan berbagai jenis mu’amalah. Pada
umumnya mu'amalah yang dilegitimasi  dengan fatwa vang
menggunakan kaidah tersebut mu’amalah menggunakan akad af-bai |,
ifdarah, ju'dah, muddrabah, musyarakah, wadi'oh. Qurd wakdalah,
kafdilah, dan bentuk akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah,

D. Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Oad Tunazzalu
Manzilah Al-Darurah Dalam Fatwa DSN-MUI

l. Makna Kaidah

Menwut  al-Baqillan, al-figiah secara terminologi  pada
dasarnya sama dengan al-dariirah *Hajah merupakan keadaan yang
membutuhkan kemudahan agar tjuan dapat tercapai  dengan
mudah. ™ Definisi hdjah vang paling komprehensif adalah definisi

vang d&mukakan oleh al-Syaubi, vaitu:
J@;}JHMEJJEMJﬂlanqIHJ}_ﬁqLHJ aliead cdalall Ll
-Gl Sle (i g 5 Al T oo gladll gy A3 AEEAN g g padl ) llal

s

? Muhammad bin Tayyib bin Mubammad bin Ja*far bin al-Q&im al-
Baqillant, al Tamhid (Beirut - Lebanon: al-Maktabah al-Syargivah, 1957y, 27,

 Svekh Ahmad bin Svekh Muhammad Al-Zarga, Svarh al-Oawa Td al-
Fighivyah (Domaskus: Dar al-Colam, 1989), 20%; Muhammad Mustafa al-Zobaili,
al-Qawdid  al-Fighivvalh  wa Tophfgarnhd [ al-Mdedhit ol Arbaidh, vol. 1
{ Damaskus: Daral-Fike, 20043, 11255,
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5!._.,.11;9,1& gaball Ll Alis aly ¥V 4]y il g x el dead] te
n P'H-E.-a'ddl-

Al-hdfah menurut al-Svanbi ada dua macam, al-hdjah dmmah
dan al-hajeh al-khdassah. Al-hdjah d@mmah dalam Bahasa al-SvagbT
discbut juga al-hdajah al-kulivvah vang hukumnya selalu berlaku,
meskipun meskipun keadaan mendesak vang menjadi landasan telah
tiada, seperti diperbolehkannya akad ijirah. Sementara al-hdajah af-
khassah  disebut  juga dengan rubhyah, wvaitu dispensasi atau
keringanan yang hanya berlaku untuk perorangan dalam kondisi dan
waktu tertentu saja.”

Kaidah im1 menunjukkan  bahwa  pengecualian  untuk
melakukan suatu yang terlarang tidak hanva terbatas pada suatu yvang
darurat semata, akan tetapi juga berlaku pada suato yang menjadi
kebutuhan mendesak. ™ Baik kebumhban tersebut bersifat khusus
menyangkut sckelompok  masyarakat, amupun kebutuhan umum
vang berlaku bagi selutuh masvarakat. Kadah mi ndak hanva
melegitimasi  melakukan suatuw vang di larang, tetapi  juga
berkonsekuensi pada diperbolehkannya meninggalkan yang wajib
saat ada hajat yang mendesak.”

Para ahli hukum, termasuk anggota DSN-MUI harus jeh
dalam menggunakan kaidah ini. terutama harus memperhatikan
perbedaan antara daruraht dengan hajah. Kedua lafazh ini berbeda,
dan perbedaan ini berimplikasi pada KkKonsekoensi hukumnya.
Setidaknya ada beberapa perbedaan antara dua lafazh ini, vaitu:

a. Daritrah lebih mendesak dari hdgjah ** Dariirah memberikan ruang
diperbolehkannya suatu yang dilarang dalam ringka penyelesaian
masalah vang tdak mungkin dibiarkan begito saja. Sementara

H Aba 1shaq bin Ibeahim al-Syagibt, of-Mowdiirgdr (Beirat - Lebanon: Dar
al-Kumf al-"Tmivah, 2003), 1220,

* Imim Jaliluddin Abdurrehman As-Suyit, al-Asybah We al-Nad=d'ir fi
Chanwd i wa Furd” Figh ol Svafi Tvah (Riva: Maktahah Nazzar Al-Baz, 1997), 61
Baca juga; Zainuddin bin [brihim bin Mubammad Ihog Nujaim, Al-Asviak wa al-
Nezidor “ala Madzhah AT Hanifah al-Nu 'mar (Beirul - Lebonon: Dir al-kueb al-
Tmiyyah Beimuk, 199, 63,

# lzzit Ubaid al-Di'Ss, al-Ouawd i al-Fighiveah m'a Svark al-Mijaz
(Beimut - Lebanon: Dar al-Tarmidzi, [958%), 45,

! Kementerian Wakal Kuwait. af-Meawsi 'ah al-Fighiveah al-Kuvaisivveh
(Kwwait: Dir al-Salasil, 1404), XV1:236.

* al-Dias. af-Chand id al-Fightvwah m'a Svark al-Mjas, 45,

DO httpfdx.doiorg/ 102404 Vajsk v 1812 3425 18




Analisis Penggunaan Kaidah al-Hajah OQad Tunazzalo Manzilah al-Darirah

E:Ef.:..rir dipenuhi atau dilakukan dalam rangka mempermuadah suatu
urusan, dan tidak mendesak.

b. Darfirafi_bisa menjadi alasan diperbolehkan suatu vang dilarang,
balk menvangkut orang banvak atau hanva perseorangan.
Sementara fidfah harus berkaitan dengan orang banyak.™ Arti kata
khassaft dalam kaidah al-hajah god twnazzalu manzilah  al-
daviirah ammah kanat aw fhdssah bukan lah perseorangan, akan
tetapi kelompok masyarakat seperti suku atau bangsa tertenty.™

¢. Darurall bisa menjadi alasan diperbolehkan suatu vang dilarang,
sementara hdjah tidak , kecuali hdiah dmmai;

d. hukum vang ditetapkan karena alasan garfiralr hanva berlaku saat
adanva dartirah terscbut, ia terbatas wakin. Sementara hukum

yang ditetapkan berdasarkan Aqjah tidak terbatas wak.™
e. Setiap darirah adalah hdfah, namun tidak setiap hdjah adalah

dartirah ¥

Meskipun ada perbedaan antara garirall dan fidiah, namun

keduanva juga memiliki persamaan. Dardraft dan hdjah sama sama
dapat menjadi alasan perubahan hukom, baik diperbolehkannya vang
dilarang , atan dalam bentuk meninggalkan yang diperintah. Selain itu,
keduanva sama sama hanya berlaku selama untuk memenuhi dalam
kondisi darurat atan karena ada keperluan semata, tidak lebih dari
it

2. Ketentuan Pengguaan Kaidah al-hdiah qad cunazzalu manzitah

al-cdartiral

Kaidah al-hdjah ged tunazzale manzilah al-davurah dapat
dumplementasikan dalam berbagai mu’amalah vang tdak ada mass-
nva dan tidak bisa digivaskan. Mu amalah-muamalah kontemporer
vang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, baik dalam
bidang perdagangan maupun jasa, dan sekiranya bila tdak

# 8alih bin Ghanim al-Sadian, af-Cwd o af-Fightvvah ol-Kubed wa md
Tufarva'a 'Anha (Rivad: Dir al-Balansivah, 20007, 284,

* al-D4"as, af-Oawd id al-Fighivyak m'a Svarh af-Mijaz, 45,

U al-Zubaili, al-Qawdid al-Fighiwah wa Tarbiqatuha § al-Mdzihih al-
Arbeieh, L2090,

“al-Sadi al-Sa'di, Odidah al-hijah Tunazil Manzileh al-Darivah wa
Fathigatuwha § al-Figh al-Aqgalliva al-Mustimal (Rivad: Tp., T1), 4%,

*' al-Badlan, af-Cawd i al-Fighiveal al-Keubed we s Taforra'n Anhd,
18880,
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diperbolehkan aka menmmbulkan mempersulit masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan mereka, maka diperbolehkan dengan ketentuan
samapai kesulitan vang dihadapi bisa terselesaikan.” Hanva saja,
diperbolehkannya suatu yang dilarang karena hajat terbatas pada
pemenuhian kebutuhan saja, tdak boleh lebih dari itu, sebagaimana
daritrah hanya diperbolehkan sekiranya sampai batas hilangnya
dariirah atau keadaan mendesak tersebut.”

Kebutwhan menempati posisi darurat i dalam kaitannya
dengan penetapan bukum. Hanya saja bedanya. keadaan darurat
terbatas oleh wakiu, sementara, kebutuhan itu tidak dibatasi oleh
waktu atau selalu ada. Hukum yang ditetapkan berdasakan hdjah
berlaku umum, tidak terbatas sebagaimana hukum vang ditetapkan
berdasarkan adat atau kebiasaan

Suvatu yang diperbolehkan berdasarkan pertimbangan faiah
atau kebutuhan, maka ada nasy vang melegitimasinya atau tidak , atau
tidak ada magy yang melarangnya, maka hal i diperbolehkan.
Namun demikian, apabila penemuhan suaw kebutuhan tidak ada nass
vang melegitimasinya dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat, tidak
ada celah untuk digivas, serta tidak mendatangkan maslabat yang
nyata, maka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh v

Berdasarkan kaidah ini, menurot padandangan ulama bahwa
kebutuhan bisa menjadi landasan penetapan hukum  sebagaimana
darurat pada kondisi dan sitwasi tertentu, yaim kebuwmhan vang
mendesak. Suvatu yang menurut  sekelompok  orang bisa  jadi
merupakan darurat menurut orang terentu

Syarat-syarat yvang harus dipenuhi dalam penggunaan kaidah
al-id@iah gad tunmazzaly manzilah  al-davivah ammah kanat aw

Khassal:

H al-Zubaili, al-Quwdid al-Fightwah wo Tapbfgatuhd [T ol-Mdzghib al-
Arbaeif, 12120

* ab-Radian, al-Oawdd id al-Fighivyah al-Kubed wa md Tafarra'a Anld,
295,

* Syekh Ahmad bin Svekh Mubammad Al-Zurga, Svarh al-Qowa Td al-
Fighiveah {(Damaskus: Dar al-Qolam, 1989), 209 Bacajuga; Muhammad Mustafa
al-Zubaild, af-Oawdid ol-Fightvwah wo Tapbfgminhd 7 al-Mdzdhib al-Arbadh, vol. |
(Damaskus; Daral-Fikr, 00, /298,

' Al-Zarqu. Svarh al-Oawa 'id al-Fighiveah, 210,

“ Baca al-Sa'di, Odddal ol-bdjeh Twmazziy Manziloh of -Dardeak wa
Taphigaiuhd IFal-Figh al-dgallivar al-Muslinal .

DO httpfdx.doiorg/ 102404 Vajsk v 1812 3425 L




Analisis Penggunaan Kaidah al-Hajah OQad Tunazzalo Manzilah al-Darirah

E figjarh harus benar-benar nyata dan mendesak, bukan suatu vang
berdasarkan asumsi, Apabila hdjah tersebut tidak terpenuhi,
maka akan menimbulkan kesulitan atau bahkan bila
dibiarkandapat menimbulkam kerusakan,

b. hdjah jelas dan spesifik dimana tidak bisa digantikan dengan
suatu yang lain,

c. hdjah merupakan suatu yang umum dan wajar, bukan suatu vang
aneh dan tidak lazim;

d. al-S5a’di menegaskan, “al-hd@iah filgadava allad hurevimat wasdil,
aw fieerimat saddan I oal-zdart ah, wa laisat manhivvatan aw
mucharraman lidzatifi. " Hajah bukan merupakan suatu yang
dilarang karena zhat-nya, akan tetapi dilarang karena statusnya
sebagal suatu yang menjadi perantara bag suatu yang lain, atau
dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan.

¢. Hendaknya adanya ketetapan hukum dispensasi karena adanya
hajat ditetapkan berdasarkan smagy, atau ijma’ amall, atau giyas,
atau secara nvata benar-benar mendatangkan kemaslahatan.™

Menurut Sadalan, Adieh dalam kaidah al-hgiah Twnezzilu

Manzilah al-Dariiraf harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.  fugjel tudak sampail menganulir vang asal, vaitu dartirah; sebagai
cabang. Adjal tidak boleh membatalkan vang pokok.
b. hdiah meropakan suatn yvang mendesak saat ini, bukanuntuk
masa vang akan datang;
c. pemenuhan hdjeh tidak bertentangan dengan syara®." Berkaitan
degan ini al-Syatibi pernah menyatakan:
Sy 5l 8 sl G g Jenll 8 sl (5 Sy ) KA (e g JLEN i

Sementara menurut  al-Warad, persayaratan Adjah  yang
menempati posisi darurat adalah sebagai berikut: pertama, hajat harus
hajat yang mendesak vang saal dibutuhkan harus terpenuhi, bukan
kebutuhan masa vang akan datang atau kebutuhanmasa depan; kedue,

“Walid Salahuddin al-Zair, “Dawibit al-11djah al-Lad Tanzilu Manzilah
al-Darursh wa TatbTgatube “ala al-Lihdd al-Mu'ssireh.” Magadiah Sdmi ol Doavakns
I al-"UliEm al-fgtisddiviak wa al-Odnaniyvak 26, no. 2 (20101 682-83 Baca juga;
al-Sa’di, Cdrdah al-kdjoh Tunoezzile Manzileh al-Doardrah wa Tabfgaiehd 7 ol-
Figh at-Aguliivar al-Muslinuh. 4638,

* al-Sadlan, al-Qawd id al-Fighivvah al-Kubrd wa mad Tafarra'a ‘Anhd,
290-91.

U al-Syarib, al-Muwdfagdr, ML23,

Analisis: Jumal Sdi Keislaman, Vol, 18, No, 2 (2018) |




[rsir Wlaistofa

pemenuhan hajat dalam konteks kaidah ini tidak  menmimbulkan
terjadinya perbuatan atau suatu yang bertentangan dengan hukum
syar’l. Artinva, bila hajat vang dimaksud dalam kaidah tersebut
terpenuhi, tidak menimbulkan terjadinya suatu yang di larang. Keriga,
hajat vag menempati posisi darurat adalah hajat vang sebatas hanya
untuk memenuhi kebutuhan saat itu juga. tidak ada kelebihan atau
untuk memenuhi kebutuhan yvang akan datang.™

Kata kunci yang menjadi acuan penetapan hukum dalam
kaidah al-hdjah gad tmazzalu manzilah al-dartivah dmmah kanat aw
khassah adalah kata hdieh. Kata ini bila diterjemahkan secara
sederhana  berarti kebutuhan, namun  dalam  kadah ini berart
kebutuhan mendesak vang harus dipeuhi. Apabila tdak dipenuhi,
maka akan menyulitkan masyarakat, terutma dalam pemenuhan
kebutuhan yang terkait.

Kata fgiah dalam kaidah beranti kebutuhan sebagai sarana
fwagilah), yvaitu perantara untuk memenuhi suatu vang lain, Artinva,
sesuatu vang harus dipenuhi (vang memperbolehkan suatu yang
dilarang) tersebut bukan zatr atau zatnya. akan tetapi hanva perantara
untuk memenuhi suatu vang lain yang juga dibutuhkan.

Berdasarkan paparan di atas, maka penggunaan kaidah al-
hajah gad tunazzedu manzilah al-dariivah ammah kanat aw khdssah
dalam fatwa-fatwa DSN-MUT sudah tepat, karena pada umumnya,
Fatwa-fatwa tersebut untuk melegitimasi produk layanan atau fasilitas
Lembaga Kenangan Syariah (LKS) vang dibutubhkan oleh masyarakat.
Dari 23 fatwa vang menggunakan Kaidah tersebut, semuanyva
melegitimasi fasilitas dan produk yang dibutubkan oleh masyarakat,
terutama kebutuhan vang diperlukan masvarakat seiring dengan
perkembangan teknologi dan aknfitas perekonomian dan bisnis.

Mamun demikian, mayoritas fatwa dari 23 fatwa tersebut tidak
menegaskan jenis kebutuhan yang diperbolehkan menggunakan
fasihtas  atan  produk  vang  dilegiimasi dengan  fatwa  yang
mengunakan kaidah di ats. Hanya beberapa Ffatwa saja yang
memberikan  penegasan  secara  detaill  ketentwan  dan syarat
diperbolehkannya menggunakan fasilitas layanan dan produk tertentu
dari Lembaga Keuangan Svanah.,

*al-Warad, A Odidiok al-hidiolh Twnezzile Manzifal al-Darivak ft
Isenipi Ugithak al-Sirgah [t Flgh al-Jindi al- Mu-agir, 1183,
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i
E. Keseimpulan

kKaidah al-hajah gud tenazzaln manzilah al-dariralt @mmal
kanat qaw khasgah memberi ruang yang longgar hagi para ahli hukum
untuk menetapkan hukum svatu perkara vang menjadi kebutuhan
masyarakat. Kata kunei al-hajah dalam kaidah ini mempunyai
implikasi hukwm vang jelas, vaitu suatu vang diperlukan oleh
kelompok masyarakat yang harus terpenuhi untuk memudahkan
pemenuhan kebutuhan yang terkait. Antinya tidak semua kebutuhan
masyarakat dapat dilegitimasi dengan kaidah ini,

Fatwa Dewan Syarinh-Majelis Ulama  Indonesia  tetang
kevangan syariah dari tahun 2000-tahun 2012 banvak vang
menggunakan kaidah di atas sebagm landasan. Tingginya intensitas
penggunaan kaidah al-hajah gad tunazzaln manzilah al-dartral
dammah kanat aw khdassah dalam fatwa vang terkait dengan kevangan
svariah menunjukkan bahwa kaidah ini cukup diperhitungkan dalam
menjawab problem masyarakat terkait dengan kevangan syariah.
Penggunaan kaidah ini oleh DSN-MUI sebagai dasar penctapan
hukum dalam fatwa terkant produk dan layanan Lembaga Kevangan
Svariah (LKS) vang dibutubkan oleh masyvarakat sudah tepat dan
dapat memjawab problem hukum ekonomi di Indonesia. Hanva saja,
DSN-MUI nampaknya perlu penegasan dalam fatwa mengenai
kriteria kebutuhan terhadap produk dan layanan LKS tersebut. [ ]
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